KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 9 Mei 2022
Nomor : 188.34/3028/0TDA Yth. Gubernur Jawa Tengah
Sifat - di
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Semarang

Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor: 170/0005311/2022 Tanggal 22 Maret 2022 Hal Permohonan
Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.

2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah
penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah

dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
ral Otonomi Daerah,

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.



LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR © 188.34/3028/0TDA
TANGGAL : 9 Mei 2022

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang:a.bahwa dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset
Dan Inovasi Nasional, serta untuk
meningkatkan efektivitas dan tata Kkerja
penyelenggaraan  Pemerintahan = Daerah
maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

KETERANGAN




RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah;

Tetap

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tetap

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan
Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Tetap

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Tetap

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Tetap




RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021
tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 192);

Tetap

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 83);

Tetap

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

Tetap

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVI1INSI
JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

Tetap




RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH.

Pasal I

(1) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Tetap

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Tetap

(1).Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat
Daerah, meliputi :
a. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan

Sekretariat DPRD Tipe A;

c. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan

Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan dan bidang kebudayaan.

2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kesehatan.

dihapus

Kembali kepada
pengaturan pada
Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan
Dan Susunan
Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah,
karena angka 13 dan
18 tidak mendapat
persetujuan teknis




RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang sub urusan jalan, air minum,
persampahan, air limbah, drainase, permukiman,
bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungannya serta jasa konstruksi.

. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang sub urusan sumber daya air
dan penataan ruang.

.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, dan bidang pertanahan.

. SATPOL PP Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum dan
kebakaran.

. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang sosial.

. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana.




RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17

18.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

Dinas Pemberdayaan = Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa dan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Dinas Perhubungan Tipe A, menyelengarakan
urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan
Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan’
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,
bidang persandian, bidang statistik dan urusan
pemerintahan bidang kearsipan dan
perpustakaan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
koperasi, usaha kecil dan menengah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal.

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang
pariwisata.

Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kelautan dan perikanan.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan
Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pertanian sub urusan




RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
dan urusan pemerintahan bidang pangan.

19. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan
hewan.

20. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A,

21.

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
energi dan sumber daya mineral.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perindustrian dan bidang perdagangan

Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

1.

2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A,
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A,
melaksanakan fungsi penunjang penelitian,
pengembangan.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A,
melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan
sub fungsi pendapatan;

Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A,
melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan
sub fungsi pengelolaan keuangan.

Badan Pengelola Aset Daerah Tipe A, melaksanakan
fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan
aset.

Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan
fungsi penunjang kepegawaian.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang
bidang pendidikan dan pelatihan.

Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :
1. Sd 3 Tetap

4.Dihapus

S5.Dihapus

6. Dan 7 Tetap

Hurufe:
angka 4 dan S
kembali pada

pengaturan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa

Tengah  Nomor
Tahun 2016

9




RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

8. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik,
melaksanakan wurusan Pemerintahan Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas
besar.

9. Badan Penghubung, untuk menunjang koordinasi
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  dan
pembangunan dengan pemerintah pusat.

8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan
urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik.

9. Tetap

Angka 8 dilakukan
penyempurnaan
redaksional

2

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

dihapus

(1)

(2)

@)

Pasal 7

Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
selain UPT Dinas Daerah Provinsi terdapat Rumah
Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit Organisasi
Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara
profesional.

Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit
Daerah Provinsi memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik Daerah serta bidang
kepegawaian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja Rumah Sakit Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.

Tetap

3.

Ketentuan Pasal 11, dihapus.

3. Tetap

4.

Ketentuan Pasal 12, dihapus.

4. Tetap

S.

Ketentuan Pasal 21 diubah menjadi sebagai berikut:

5. Tetap




RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S5
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5
Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 11);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 14);

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21 huruf
a,b,d.e dan f dihapus
karena sudah
dicabut dalam
Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2016




RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 9 Seri D Nomor S5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15); dan

f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Tetap

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Tetap




RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

a.n. Menteri Dalgm Negeri

I
— =T CRL

Aknmial Malik

deral Otonomi Daerah,




